
GUBERNUR I{ALIMANTAN UTARA
PERATURATV GUBERNUR I{ALIMANTAIY UTARA

NOMOR 18 TATIUIT 2013

TENTA1YG

FTITATAUSATIAAN PELAITSAIIAAN BELAIVJA TIDAI( TERDUGA

Menimbang

Mengingat : 1.

:4.

GUBERITUR KAIIMASTAN UTARA,

bahu,a berdasarkan Pasai 48 a_1'at (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2A07, beianja tidak terduga
digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alarn clan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada
huruf a, maka perlu membentukPeraturan Guberrrur Kalimantan
Utaratentang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

b.

'2.

.1. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara Republik Indonesia Tahun
I-embaran Negara Republik Indonesia

2AO4 tentang Pemeriksaan
Keuangan Negara {kmbaran
'2AO4 Nomor 66, Tambahan
Nomor 4400);

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Ind<rnesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor L2 Tahun 2008 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambrahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48aa|;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemer"intah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor \26,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2072 tentang PemLrentukan
Provinsi Kalimantan Utara {Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan kmtraran Negara

B.



Itepublik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a652j;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor 45701;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4575);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a577J;

14. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 12t0, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4578|;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6O9);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang PemBiro
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonor a7a7l;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AOT tentanE5 Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2AO7 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AAT tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a1|;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a812);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kaiimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2013 Nomor 01);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2073 Nomor 03);

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2Ol3
tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi
Italimantan Utara Tahun 2A13 Nomor 04);

MEMUTUSKAIT :

Menetapkan : PERATURAIY GUBERNUR TENTAI[G
PILAKSANAAIY BELANJA TIDAI( TERDUGA

PENATAUSAI{AAN

BAB I
KE?EIVTUAI{ UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimkasud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Provinsi Kalin:.antan Utara"

3. Gubernur adalah Gubernur Kaiimantan Utara.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Keq'a Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah

5. Kepala satuan keda pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kaiimantan Utara yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintair
provinsi -yang dibahas dan disetujui Lrersama dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutrrya disingkat SKPD adalah SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara seiaku pelaksana dan
penanggungjawab pengeluaran belanja tidak terduga.

8. Biro adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, selaku pelaksana dan penanggungjawab belanja tidak terduga.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ke{a Pengeiola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat _-vang
melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.



10.

11.

t'2.

i3.

t4.

15.

(1)

{2)

{3i

Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang
mengelola belanja bunga, benleinja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pengeluaraan pemLriayaan.

Surat Permintaan PemLrayaran Langsung ]'ang selanjutnva disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk
pemerintah pernbavaran langsung.

Surat Permintaan Membayar yang selanjutn-va disingkat SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD

.-yang selanjutnya disingkat D PA-PPKD.

Surat Pemeritah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan peiaporan pelaksanaan anggaran beianja tidak terduga sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemedntah Provinsi
Katmantan Utara, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan dan
belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran
bersangkutan, seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang
tidak diperkirakan setrelumn-ya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
PEIIIAN GGUN G JAWAB PEN GTLOLAATT

Pasal 2

Penyediaan anggaran dan penanggung jawab pengelolaal belanja tidak terduga
adalah Satuan Keq'a Pengeloia Keuangan Daerah {SKPKDi selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD adalah pejabat yang melaksakanakan
fungsi tatausaha keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang
mengeiola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, beianja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pengeiuaran pembiar,'aan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

BAB III
PEI{ATAU SAHAAII PELAI{SAITAAN

Pasal 3

t1) Kepala SKPD/Biro bertindak sebagai penanggunE{awab pelaksanaan belanja ti<lak
terduga"

(2) Kepala SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempun1iai tugas :

a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya {RAB}

b. Menun-juk dan menetapkan pejabatlstaf yang melaksanakan tugas
kebendaharaan, yang antara lain menviapkan rincian penggunaan dana
sampai dengan pertanggungiawaban.

c. Megadakan perikatan/perjanjian kerjasama dalam pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

cl. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran at.as beban anggaran
belanja tidak terduga.



e. Mengawasi peiaksanaan anggaran belanja tidak terduga.

f. Menyusun dan men1.ampaikan laporan realisasi anggaran beianja tidak
terduga.

i1) Kepala sKPD/Biro mengaju-^, ,J;;:f,".*onorran penseluaran belanja tidak
terduga kepada Gubernur, dilampiri dengan data akurat, dan diiengkapi dengan
Rencana Anggaran Br.aya.

(2) Usulan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang telah
disetujui selanjutnnya rlitetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan
Utara.

Pasal 5

{1} SKPD/Biro membuat rincian rencana pengglrnaan untuk mengajukan SPP-LS
beserta dokumen kelengkapannya kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Rincian Anggaran Bialra (RAB) dari SKPD/Biro yang ditandatangani oleh
Kepala SKPD/Biro dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang pengeluaran Belanja Tidak
Terduga.

c. Berita Acara Penverahan Dana dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
kepada kepala SKPD/Biro.

d. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Biro tentang pertanggungjawaban
pengunaan dana.

e. Buku Kas Pengeluaran (BKP) ditanda tangani oleh kepala SKPD, Bendahara
Pengeluaran SKPKD, dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Non
Pihak Ketiga).

f. Daiam ha1 pelaksanaan pekerjaan diserahka kepada pihak ketiga maka harus
dilengkapi dengan :

i. Dokumen Kontrak

ii. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

iii. Berita Acara Pembayaran

iv. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak {SSPi oleh bendahara SKPKI)

v. Bukti Kas Pengeluaran SKPKD yang sudah ditanda tangani pihak ketiga,
Bendahara SKPKD, Kepala Bilo Keuangan Sekretariat Daerah, lembar
sebaliknya ditandatangai oleh Pejatrat Pembuat Komitmen dan kepala
SKPKD

(3) Bendahara Pengeluaran SKPKD rnngajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD
kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah.

{4} SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(5) SP2D sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.

(6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan dana beianja tidak terduga
kepada SKPD/Biro dengan cara menstransfer ke rckening SKPD/Biro dan atau
rnenyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

(7) Contoh format Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah kepada kepala SKPD/Biro sebagaimana tersebut dalam
Lampitan I.

(8) Contoh fotmat Surat Penyataan dari Kepala SKPD/Biro tentang
pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ii.



{9) Contoh format Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III.

BAB TV
PERTAII GGUN er.rAWABAIt

Pasal 6

(1) SKPD/Biro menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengeluaran belanja ridak terduga kepada Gubernur dengan tembusan Biro
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selambat-lambatnya 1

(satu) bulan setelah penggunaan dana dengan melampirkan bukti-ttukti
pengeluaran yang sah.

{2i Dalam hal pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara bertahap, maka
pengajuan usulan tahap selanjutnya terlebih dahulu harus disampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tahap sebelumnya.

BAB V
PINUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalirnantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

PJ. GUBERIIUR KALIMANTAIT UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 ber 2013

PLT. ARIS DAERAH,

Drs. H. BADRUN, MSi

BERITADAtrRAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2013 NOMOR 18.

NAMA JABATAI.{ PARAF

j nrs. H. Badrun, M.S.i Sekretaris Daerah

Drs. Zainuddin, HZ, M.Si 1 asistenPerrerintahan

Karo Hukum dan
OrganisasiDrs Basiran

CFNOo**<t R.l6rr, ft.l.ei



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALI}VIANTAN UTARA
NOIV{OR
TENTANG

TANGGAL

: l8 TAHUN 2013

: PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

: 31 DESEMBER 20i3

KOP SURAT SEKRBTARIAT DAERAH PROWNSI KALIMANTA IjTARA

BERTTA ACARA PENYERATLdN DANA
Nomor:

Pada hari ini .. ....tanggal. .bulan. .....tahun.
berternpat di Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor. karni yang bertanda
tangan di barvah ini :

l. Nama :

Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pror,:insi Kaiirnantan lJtala
Alamat : Jl. Kol. Soetadji No. I Tanjung Selor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAN4A

2. Nama ; (Kepala SKPD/Biro)
Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAN4A telah menyerahkan Belanja ridak terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar

Rp... . ( ... .) uttuk digunakan sebagai

Selanjutn-va dalarn rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. PII{AK KEDUA w'ajib
nrenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belarija tidak terduga tersebut kepada Gubemur
Kalimantan Utara- selambatJarnbatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAh4A

Ka. SKPDiBiro
NIP,.

Ka. Biro Keuangan
NIP

PJ. GtlBERliI-r R KALINIANTAN UTAR{,

DR. H. IRIANTO LAMBIRE



LAN4PIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIN,,IANTAN UTARA
NOMOR
TENTANG

TANGGAL

: I8 TAHIJN 2013
: PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

: 3I DESEMBER 2013

SURAT PBRNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama
Jabatan
Alarnat

Berkenaan pengeluaran belanja tidak terduga yang kznrri terirna dari Pen:erintah Provinsi

Kalimantan Utara melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Biro Keuangtut

::::.:: "*:**:1i Y:-1 :il:'::::::1-* 'll*u r sejurnrah Rp

Dengan ini rnenyatakan kesanggupan :

I . Mempertanggungjarvabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak
Gubemur Kalirnantan Ut:ara Nomor Tahun ::::::: :::::i'::::: 

.?l::;T

3. Melaportan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelualan belanja tidak terduga kepada Gubemur
Kalirnantan Lltara selambatlarnbatnva 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Taujung Selor.
Nlengetahui :

Ka. SKPD/Biro
1'ang rnenyatakan,

PJ. GUBERNTTR I(ALIN{AI\TAN UTARA,

DR. H. IRIANTO LANTBIRE



LAN,IPIRAN III PERATURAN CL]BERNUR KALIMAI\TAi.\ UTARA
NOMOR
TENTANG

TANGGAL

: 18 TAHUN 2013
: PENAT,{USAHAAN PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDIJGA

: 31 DESEMBER 2013

Terima dari
Uang sebesar

Untuk pembayalan

PEMERINTAH PROVINSI KALI}IANTAJ.II UTARA

BUKTT KAS PENGELUARAN

: BendaharaPengelualan

Bendahara Pengeluaran

Terbilang: Rp.

I\'Ienyetujui
I(a. Bilo Keuangan
Setda Prov. Kaltara

Yang menerirna
Ka" SKPD/Biro

NIP. NIP, NIP.

NAMA

PJ. GT]BERNUR KALINIAJ\TAN UT,{RA,

JABATAN PARAF

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Karo Hukum dan
Organisasi

irla
j

!-*-
I

laiz

Drs. H. Badrun,

Drs. Zainuddin,

DR. H. 1RIANTO LAMBIRE

Drs Basiran

NO

ff

J lb

4 l"


